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Abstrak: Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembuktian Oditur Militer dalam tindak
pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anggota Militer pada putusan Nomor. 12-K/PM.II-
11/AD/111/2022 sesuai dengan pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.
Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan kasus. Jenis dan
sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik
pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode
silogisme yang bersifat deduktif atau deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya
pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah menggunakan alat bukti yang
sah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu
Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat.

Kata Kunci: Militer; Putusan Pengadilan; Pembunuhan Berencana; Pembuktian

Abstract: This article was created with the aim of finding out whether the evidence of the Military Prosecutor
in the crime of premeditated murder committed by members of the military in decision No. 12-K/PM.II-
11/AD/I11/2022 in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military
Justice. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. Using primary legal
materials and secondary legal materials. with a case approach. The types and sources of legal materials
used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials
is a literature study. The legal material analysis technique uses the deductive syllogistic method or syllogistic
deduction. The results of the study show that efforts to prove the crime of premeditated murder have used
valid evidence in accordance with Article 172 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military
Justice namely Witness Statements, Expert Statements, Defendant Statements, Letters.

Keywords: Military; Court Decision; Premeditated Murder; Evidence.

1. Pendahuluan

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta
rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin
beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi
tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer
dengan sapta marga dan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa
dalam bidang pertahanan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta
sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk
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ancaman musuh atau lawan justru tidak jarang turut melakukan suatu tindak pidana
terhadap masyarakat atau warga sipil.!

Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang
berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus, yaitu
peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk
umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir
untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari hukum, prajurit TNI mempunyai
kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga
Negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum
pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena ada tugas
dan kewajiban khusus daaripada warga Negara biasa terutama dalam hal yang
berhubungan dengan pertahanan Negara.?

Untuk menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI
yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya Negara,
maka di samping peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan
lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut
diantaranya, yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer.3 Hukum pidana
militer dan hukum acara pidana militer, adalah hukum khusus karena untuk membedakan
dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua
orang. Dalam penerapannya, hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana
militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana akan dijatuhi sanksi
pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM,
terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga
dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari
dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana
tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya
tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni
bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota
militer.

Terdapat salah satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI,
yaitu dalam putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/II/2022 dimana terpidana dari kasus ini
adalah anggota TNI Bernama Andreas Dwi Atmoko, pangkat Kopda dengan Nomor
Registrasi Pusat 31081683800987, jabatan Tamudi Ramil 08/Ponjong. Andreas didakwa
melakukan pembunuhan berencana dengan Kolonel Inf Priyanto dan Koptu Achmad
Sholeh. Terdakwa mengaku ketakutan karena mobil yang dikendarainya telah menabrak
dua orang dan menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia, oleh karenanya

I Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, him. 21.
2 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1994), him.15.
3 Tri Andrisman, Hukum Pidana Militer (Bandar Lampung: Unila, 2010), him. 32.
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Kolonel Inf Priyanto memerintahkan Andreas Dwi Atmoko dan Achmad Sholeh untuk
membuang kedua korban tersebut yang mana salah satu korban masih hidup.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana, pembuktian merupakan salah satu tahap yang
memegang peranan penting karena dengan pembuktian dapat diketahui apakah Terdakwa benar
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak. Apabila hasil pembuktian dari
alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang
didakwakan, maka Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan
Terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan
dijatuhi hukuman pidana.*

Setelah pembuktian dilaksanakan, akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di
pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana adalah penjatuhan putusan Hakim. Tidak ada
seorang pun yang dapat dijatuhi putusan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat-alat
pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorangyang
dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh
karena itu, muncul keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih
dalam terkait kesesuaian pembuktian oditur militer dalam tindak pidana pembunuhan
berencana telah sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian hukum
normatif atau kepustakaan dengan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus
(case approach) pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh
anggota militer pada Putusan Nomor 12-K/PM.II-11/AD/111/2022. Jenis dan Sumber
Hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan
cara Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik analisis hukum yang akan digunakan
dalam penelitian hukum ini adalah Teknik analisis silogisme.

3. Kesesuaian Upaya Pembuktian Oditur Militer Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana dengan Pasal 172 Ayat (1)Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1997.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Militer No. 12-K/PM.II/AD/III/2022, Kegiatan

pembuktian yangdilakukan oleh Oditur Militer yang pertama dengan pengungkapan fakta yaitu

dengan pengajuan atau penghadiran alat bukti dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam
Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/II1/2022.

4 M.YahyaHarahap.2012. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Jakarta: Sinar Grafika 273.
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Oditur Militer di dalam melakukan pembuktian di depan persidangan pada tindak pidana
pembunuhan berencana oleh anggota militer mengajukan beberapa alat bukti. Adapun
alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah

a. Keterangan Saksi

Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan beberapa saksi yang telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah yang terdiri atas : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-
3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12.

Di dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 Angka
28 Undang-Undang Peradilan Militer, Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan
dalam Pasal 1 angka 27 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Terhadap 12 (dua belas) saksi yang diajukan dalam persidangan merupakan orang yang
sudah mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa pidana itu yang berarti terdapat
kesesuaian dengan Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pada Pasal 173 ayat (4)
merumuskan “Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu
kejadian atau keadaaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga
dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Terhadap
Ketentuan Undang-Undangtersebutketerangan para saksi tersebut di depan persidangan
yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu
membenarkan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa pembunuhan.
Sehingga membenarkan Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya.

b. Keterangan Terdakwa

Di dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 175 ayat
(1) Undang-Undang Peradilan Militer merumuskan bahwa “Keterangan Terdakwa
sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

Oditur Militer dalam mengajukan alat bukti berupa keterangan Terdakwa juga telah
terdapat kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh Terdakwa dengan alat bukti lainnya
yaitu keterangan para saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Keterangan Terdakwa saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

c. Surat

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini berupa
:4(empat) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor: 4743/15363/1KFM/20-12-2021
tanggal 20 Desember 2021 dari RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto, 3 (tiga) lembar
foto copy Surat Keterangan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari
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Puskesmas Adipala tanggal 12 Desember 2021, 5 (lima) lembar foto Mobil Isuzu Panther
Nomor Rangka MHCTBR54FIK237547, Nomor Mesin 237547 warna silver Nopol B 300
Q, 1 (satu) lembar foto celana panjang jeans warna biru muda, kaos dan sepatu, 1 (satu)
lembar foto celana dalam laki-laki warna hijau tua, ikat pinggang warna hitam, kalung
imitasi dan cincin, 1 (satu) lembar foto Sandisk rekaman video CCTV saat di Tol dan di
jalan, rekaman video CCTV saat di Hotel, dan rekaman video amatir, 1 (satu) lembar foto
copy chek in Hotel Ibis PasteurBandung a.n. Priyanto, 1 (satu) lembar Free Valet Parking
a.n. Ahmad Nopol B 300 Q, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan foto di lokasi penemuan mayat
laki-laki di sungai Serayu, 1 (satu) bundel foto copy surat-surat terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan di TKP, Berita Acara pemotretan di TKP dan foto di Lokasi penemuan mayat
perempuan di Ds. Bunton, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, 1 (satu) lembar foto copy Kartu
Keluarga dengan Nomor3204262303050918 a.n. Sdr. Jajang alamat Kp. Tegallame RT
003/007 Ds. Ciaro, Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Prov. Jabar, 1 (satu) lembar foto copy
Kartu Keluarga dengan Nomor3205381912070355 a.n. Sdr. Etes Hidayatullah alamat Kp.
Cijolang RT 001/003 Ds. Cijolang, Kec. BL Limbangan, Kab. Garut, Prov. Jabar.

Terhadap ketentuan Undang-undang tersebut, barang bukti berupa surat telah
dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, setelah dibenarkan oleh
para Saksi dan Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti satu dengan lainnya
ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, oleh karena itu dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana Pembunuhan
berencana telah menggunakan 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu: Keterangan saksi,
Keterangan Terdakwa, surat dan kesemuannya telah memenuhi ketentuan Pasal 172
ayat (1) poin a, ¢, dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian Oditur Militer telah sesuai
dengan pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

4. Kesimpulan

Upaya pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan
Nomor 12-K/PM.II-11/AD/111/2022 telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai
dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer. Dalam pasal tersebut diatur mengenai alat bukti yang sah vyaitu Keterangan
Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Sedangkan dalam
putusan ini Oditur Militer mengajukan 3 alat bukti berupa Keterangan Saksi yang
dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah dan Terdakwa tidak keberatan,
Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti berupa Surat.
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